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A. Dasar Hukum:
Revisi ke 02

Tanggal : 21 Februari 2025

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(01): Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(01): DKI JAKARTA

: (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 392.980.127.000  (  TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

392.980.127.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   JAKARTA IV 392.980.127.000(133)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

SUAHASIL NAZARA

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN

PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 197011231999031006

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

Satker (427950)  MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

DS:0435-9004-1174-1705

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN Rp. 140.297.313.000

CO.4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Rp. 480.000.000

CO.6189 Perumusan Kebijakan PANRB Rp. 35.282.150.000

CO.6190 Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Rp. 1.350.000.000

CO.6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Rp. 17.707.624.000

CO.6192 Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp. 10.246.300.000

CO.6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Rp. 10.095.000.000

CO.6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur Rp. 47.523.830.000

CO.6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Rp. 17.612.409.000

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 252.682.814.000

WA.2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB Rp. 1.411.255.000

WA.6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi Rp. 772.605.000

WA.6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp. 9.987.669.000

WA.6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Rp. 205.455.968.000

WA.6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi Rp. 7.369.226.000

WA.6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp. 22.779.378.000

WA.6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp. 4.906.713.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 140.297.313.000Program :

Kegiatan 4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik 480.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

4350.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2,00 480.000.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAE.001 Pemantauan Dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi
Pelayanan Publik Nasional

2.00 Laporan 480.000.000

:

:

Laporan, Rekomendasi

Kegiatan 6189 Perumusan Kebijakan PANRB 35.282.150.000:

:

6189.AAD Peraturan Presiden 2,00 880.000.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AAD.001 PerPres tentang LPNK 1.00 PerPres 440.000.000

02 AAD.010 PerPres tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 1.00 PerPres 440.000.000

:

:

PerPres, R.Perpres

6189.AAG Peraturan Menteri 2,00 400.000.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AAG.001 Peraturan Menteri PANRB tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Nasional 2025-2030

1.00 PerMen 200.000.000

02 AAG.038 Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi 1.00 PerMen 200.000.000

:

:

PerMen, Perka, RPermen

6189.AAH Peraturan lainnya 1,00 135.000.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AAH.008 Surat Edaran Menpan tentang Penerapan SAKP 1.00 Surat Keputusan 135.000.000

:

:

peraturan, Rancangan Peraturan, Surat
Keputusan



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6189.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 8,00 7.820.944.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABL.002 Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.997.784.000

02 ABL.009 Kebijakan Penetapan Aplikasi Umum 1.00 Rekomendasi Kebijakan 713.156.000

03 ABL.020 Rekomendasi kebijakan Evaluasi Reformasi Birokrasi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 612.660.000

04 ABL.022 Fasilitasi Kelembagaan Reformasi Birokrasi Nasional 1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.720.886.000

05 ABL.025 Rekomendasi kebijakan Road Map RB Nasional tahun 2025-2030 1.00 Rekomendasi Kebijakan 612.660.000

06 ABL.026 Rekomendasi Rancangan Kebijakan terkait Zona Integritas (ZI) 1.00 Rekomendasi Kebijakan 270.000.000

07 ABL.027 Rekomendasi Rancangan Kebijakan Pedoman Pembangunan,
Evaluasi, dan Pemantauan Unit/Satuan Kerja Berpredikat Menuju
WBK/WBBM

1.00 Rekomendasi Kebijakan 555.000.000

08 ABL.028 Rekomendasi Kebijakan RUU Transformasi Digital 1.00 Rekomendasi Kebijakan 338.798.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6189.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 1,00 200.000.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABM.005 Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik 1.00 Rekomendasi Kebijakan 200.000.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6189.ABQ Kebijakan Bidang Aparatur 2,00 2.700.000.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABQ.019 Rekomendasi Kebijakan Penataan Jabatan ASN 1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.500.000.000

02 ABQ.024 Rekomendasi Kebijakan Penataan Pemindahan Pegawai ASN ke
IKN

1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.200.000.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6189.PAC Peraturan Pemerintah 3,00 520.000.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PAC.001 Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Gaji ASN, TNI, dan Polri 3.00 PP 520.000.000(PN)

:

:

PP, RPP



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6189.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 3,00 4.567.384.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBL.008 Rekomendasi Kebijakan Indeks Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.191.200.000(PN)

02 PBL.014 Rekomendasi Rancangan Kebijakan Perencanaan, Pengendalian
Pelaksanaan, dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.770.000.000(PN)

03 PBL.015 Rekomendasi penyempurnaan kebijakan SPBE 1.00 Rekomendasi Kebijakan 606.184.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6189.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik 4,00 5.578.822.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBM.002 Rekomendasi kebijakan kebutuhan SDM Pelayanan Publik
berbasis digital

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.129.828.000(PN)

02 PBM.003 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Ekosistem Digital
Pelayanan Publik

1.00 Rekomendasi Kebijakan 948.994.000(PN)

03 PBM.005 Rekomendasi Kebijakan tentang Perluasan Cakupan Akses
Pelayanan Publik

1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.000.000.000(PN)

04 PBM.006 Standardisasi Pelayanan Publik Digital Terintegrasi 1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.500.000.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6189.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur 6,00 12.480.000.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBQ.001 Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Kebutuhan dan
Pengadaan Pegawai ASN Nasional

1.00 Rekomendasi Kebijakan 3.600.000.000(PN)

02 PBQ.002 Rekomendasi Kebijakan Manajemen Penghargaan dan
Pengakuan Berbasis Kinerja SDM Aparatur

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.291.880.000(PN)

03 PBQ.003 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Budaya Kerja Pegawai ASN
dan Peningkatan Citra Institusi ASN

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.500.000.000(PN)

04 PBQ.004 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai
ASN

1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.600.000.000(PN)

05 PBQ.005 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 1.00 Rekomendasi Kebijakan 488.120.000(PN)

06 PBQ.006 Rekomendasi Kebijakan Manajemen Talenta dan Karier  Pegawai
ASN

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.000.000.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 4I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Kegiatan 6190 Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat 1.350.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6190.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 20.000,00 1.350.000.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAE.001 Pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan 20000.00 Laporan 1.350.000.000

:

:

Laporan, Rekomendasi

Kegiatan 6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan 17.707.624.000:

:

6191.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1,00 726.400.00013Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABL.003 Rekomendasi kebijakan tentang Sistem Informasi Akuntabilitas
Kinerja dan Pengawasan

1.00 Rekomendasi Kebijakan 726.400.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6191.FAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 621.840.00014Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAB.002 Pengembangan Sistem Informasi Penguatan Reformasi Birokrasi 1.00 Layanan 621.840.000

:

:

Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan

6191.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 2,00 563.820.00015Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAE.002 Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 1.00 Laporan 397.280.000

02 FAE.004 Laporan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Nasional 1.00 Laporan 166.540.000

:

:

Laporan, Rekomendasi

6191.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 1.521,00 12.609.740.00016Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAI.022 Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi 630.00 Lembaga 849.590.000

02 FAI.023 Evaluasi WBK/WBBM 250.00 Unit Kerja 4.010.154.000

03 FAI.024 Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

630.00 Lembaga 2.300.000.000

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 5I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

04 FAI.025 Asistensi Tim Reformasi Birokrasi 10.00 Lembaga 4.172.546.000

05 FAI.027 Fasilitasi Pembangunan World Class Bureaucracy (WCB) Instansi
Pemerintah

1.00 Lembaga 1.277.450.000

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

6191.PEA Koordinasi 1,00 583.120.00017Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PEA.001 Internalisasi Kebijakan Konflik Kepentingan pada Instansi
pemerintah dan masyarakat

1.00 kegiatan 583.120.000

:

:

kegiatan

6191.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 116,00 2.602.704.00018Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAI.002 Koordinasi dan Asistensi Penerapan SAKP di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah

116.00 Lembaga 2.602.704.000(PN)

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

Kegiatan 6192 Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 10.246.300.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6192.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 1.052.487.00019Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAE.001 Survey Kepuasan SPBE 1.00 Laporan 1.052.487.000

:

:

Laporan, Rekomendasi

6192.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 117,00 6.282.611.00020Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAI.001 Pendampingan Penyusunan Arsitektur SPBE IPPD 20.00 Lembaga 1.048.118.000

02 FAI.002 Evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 62.00 Lembaga 2.904.592.000

03 FAI.004 Evaluasi belanja SPBE 35.00 Lembaga 2.329.901.000

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 6I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6192.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 1,00 2.911.202.00021Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 PBL.001 Rekomendasi Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan
Layanan Digital Nasional

1.00 Rekomendasi Kebijakan 2.911.202.000(PN)

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

Kegiatan 6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana 10.095.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6193.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 3,00 1.751.228.00022Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABL.001 Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik Strategis bidang
Polhukam

1.00 Rekomendasi Kebijakan 626.228.000

02 ABL.002 Rekomendasi Pemetaan Probis Tematik Strategis Bidang
Perekomarives

1.00 Rekomendasi Kebijakan 500.000.000

03 ABL.003 Rekomendasi Pemetaan Probis tematik strategis Bidang PMK 1.00 Rekomendasi Kebijakan 625.000.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

6193.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 70,00 8.343.772.00023Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAI.001 Evaluasi organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah 50.00 Lembaga 949.210.000

02 FAI.004 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang
Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi

5.00 Lembaga 541.815.000

03 FAI.005 Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

4.00 Lembaga 360.869.000

04 FAI.006 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Polhukam 3.00 Lembaga 1.447.124.000

05 FAI.007 Penataan organisasi dan tata laksana pemerintahan bidang
Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi

4.00 Lembaga 2.188.185.000

06 FAI.008 Penataan organisasi dan tata laksana bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

3.00 Lembaga 2.154.131.000

07 FAI.010 Fasilitasi/Asistensi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah
bidang Polhukam

1.00 Lembaga 702.438.000

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

Kegiatan 6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur 47.523.830.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 7I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6194.AEA Koordinasi 1,00 2.000.000.00024Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.011 Koordinasi Penerapan Platform Digital Manajemen ASN 1.00 kegiatan 2.000.000.000

:

:

kegiatan

6194.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 45.523.830.00025Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAB.001 Pengembangan Platform Digital Manajemen ASN 1.00 Sistem Informasi 45.523.830.000(PN)

:

:

Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan

Kegiatan 6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik 17.612.409.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6195.AEA Koordinasi 1,00 1.400.000.00026Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.001 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 1.00 kegiatan 1.400.000.000

:

:

kegiatan

6195.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 50,00 6.301.000.00027Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 FAI.030 Standar Pelayanan Publik 10.00 Lembaga 1.500.000.000

02 FAI.032 Forum Konsultasi Publik 30.00 Lembaga 1.375.000.000

03 FAI.034 Peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik 5.00 Lembaga 1.576.000.000

04 FAI.035 Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik 5.00 Lembaga 1.850.000.000

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

6195.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 321,00 9.911.409.00028Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 UAI.005 Monitoring dan Penguatan Pelayanan Publik Ramah Kelompok
Rentan

10.00 Lembaga 1.000.000.000(PN)

02 UAI.010 Survei Kepuasan Masyarakat 195.00 Lembaga 2.225.000.000(PN)

03 UAI.011 Penguatan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional
(JIPPNAS)

3.00 Lembaga 1.500.000.000(PN)

04 UAI.013 Fasilitasi Penerapan MPP Digital 5.00 Pemda 2.197.006.000(PN)

:

:

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 8I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

05 UAI.014 Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

108.00 Lembaga 2.989.403.000(PN)

Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja

048.01.WA Program Dukungan Manajemen 252.682.814.000Program :

Kegiatan 2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB 1.411.255.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

2818.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan 12,00 1.411.255.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABL.001 Telaahan strategis di bidang politik dan hukum terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 351.170.000

02 ABL.002 Telaahan strategis di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
terkait PANRB

3.00 Rekomendasi Kebijakan 351.170.000

03 ABL.003 Telaahan strategis di bidang Adminstrasi Negara terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 356.822.000

04 ABL.004 Telaahan strategis di bidang budaya kerja terkait PANRB 3.00 Rekomendasi Kebijakan 352.093.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

Kegiatan 6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi 772.605.000:

:

6178.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 4,00 772.605.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.957 Layanan Hukum 1.00 Layanan 493.265.000

02 EBA.969 Layanan Bantuan Hukum 3.00 Layanan 279.340.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

Kegiatan 6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik 9.987.669.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 9I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6179.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,00 9.987.669.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.001 Layanan Publikasi dan Dokumentasi 1.00 Layanan 3.321.249.000

02 EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1.00 Layanan 458.000.000

03 EBA.959 Layanan Protokoler 1.00 Layanan 6.208.420.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

12 Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)1.

Kegiatan 6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum 205.455.968.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6180.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,00 188.884.856.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.956 Layanan BMN 1.00 Layanan 511.691.000

02 EBA.962 Layanan Umum 1.00 Layanan 8.777.038.000

03 EBA.994 Layanan Perkantoran 1.00 Layanan 179.596.127.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6180.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 32,00 6.780.333.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBB.951 Layanan Sarana Internal 28.00 Unit 3.253.162.000

02 EBB.971 Layanan Prasarana Internal 4.00 Unit 3.527.171.000

:

:

Unit, m2, Paket

6180.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 33,00 9.790.779.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 28.00 Dokumen 3.703.974.000

02 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 4.00 Dokumen 5.377.805.000

03 EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 1.00 Dokumen 709.000.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan 6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi 7.369.226.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 10I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6181.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 73,00 4.184.607.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CAN.002 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi 73.00 Unit 4.184.607.000

:

:

Unit

6181.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 116,00 2.602.096.0008Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 CCL.001 OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 116.00 Unit 2.602.096.000

:

:

Unit

6181.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 582.523.0009Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.963 Layanan Data dan Informasi 1.00 Layanan 582.523.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

Kegiatan 6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM 22.779.378.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6182.AEC Kerja sama 1,00 799.659.00010Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEC.001 Layanan Kerja sama 1.00 Kesepakatan 799.659.000

:

:

Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan

6182.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 1,00 573.697.00011Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.00 Layanan 573.697.000

:

:

Layanan, Laporan, Dokumen,
Rekomendasi, Unit

6182.EBC Layanan Manajemen SDM Internal 695,00 19.360.920.00012Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM 695.00 Orang 19.360.920.000

:

:

Orang, Layanan, Rekomendasi



TAHUN ANGGARAN 2025

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 11I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

6182.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 1,00 2.045.102.00013Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja 1.00 Layanan 2.045.102.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan 6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal 4.906.713.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

6183.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 10,00 4.906.713.00014Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 5.00 Dokumen 4.893.267.000

02 EBD.965 Layanan Audit Internal 5.00 Dokumen 13.446.000

:

:

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Reni Suzana
NIP. 196808311994012001

Jakarta, 02 Desember 2024

Sekretaris Kementerian PANRB
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2025

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (427950):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

1. Anggaran Tahun 2025

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

392.980.127.000

392.980.127.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 133.028.369 210.013.099 49.938.659 - - 392.980.127

048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN - 100.031.077 40.266.236 - - 140.297.313

4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik - 430.000 50.000 - - 480.000

4350.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 430.000 50.000 - - 480.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-50.000 480.000- 133430.000 -RM01 @

6189 Perumusan Kebijakan PANRB - 35.282.150 - - - 35.282.150

6189.AAD Peraturan Presiden - 880.000 - - - 880.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 880.000- 133880.000 -RM01 @

6189.AAG Peraturan Menteri - 400.000 - - - 400.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 400.000- 133400.000 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6189.AAH Peraturan lainnya - 135.000 - - - 135.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 135.000- 133135.000 -RM01 @

6189.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 7.820.944 - - - 7.820.944 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 7.820.944- 1337.820.944 -RM01 @

6189.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik - 200.000 - - - 200.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 200.000- 133200.000 -RM01 @

6189.ABQ Kebijakan Bidang Aparatur - 2.700.000 - - - 2.700.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.700.000- 1332.700.000 -RM01 @

6189.PAC Peraturan Pemerintah - 520.000 - - - 520.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 3II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

-- 520.000- 133520.000 -RM01 @

6189.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 4.567.384 - - - 4.567.384 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 4.567.384- 1334.567.384 -RM01 @

6189.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik - 5.578.822 - - - 5.578.822 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 5.578.822- 1335.578.822 -RM01 @

6189.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur - 12.480.000 - - - 12.480.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 12.480.000- 13312.480.000 -RM01 @

6190 Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat - 1.251.000 99.000 - - 1.350.000

6190.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 1.251.000 99.000 - - 1.350.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-99.000 1.350.000- 1331.251.000 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 4II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

- 17.707.624 - - - 17.707.624

6191.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 726.400 - - - 726.400 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 726.400- 133726.400 -RM01 @

6191.FAB Sistem Informasi Pemerintahan - 621.840 - - - 621.840 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 621.840- 133621.840 -RM01 @

6191.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 563.820 - - - 563.820 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 563.820- 133563.820 -RM01 @

6191.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 12.609.740 - - - 12.609.740 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 12.609.740- 13312.609.740 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 5II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6191.PEA Koordinasi - 583.120 - - - 583.120 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 583.120- 133583.120 -RM01 @

6191.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 2.602.704 - - - 2.602.704 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.602.704- 1332.602.704 -RM01 @

6192 Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - 10.246.300 - - - 10.246.300

6192.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - 1.052.487 - - - 1.052.487 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 1.052.487- 1331.052.487 -RM01 @

6192.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 6.282.611 - - - 6.282.611 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 6.282.611- 1336.282.611 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 6II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6192.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 2.911.202 - - - 2.911.202 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.911.202- 1332.911.202 -RM01 @

6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana - 10.095.000 - - - 10.095.000

6193.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 1.751.228 - - - 1.751.228 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 1.751.228- 1331.751.228 -RM01 @

6193.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 8.343.772 - - - 8.343.772 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 8.343.772- 1338.343.772 -RM01 @

6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur - 7.506.594 40.017.236 - - 47.523.830

6194.AEA Koordinasi - 2.000.000 - - - 2.000.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.000.000- 1332.000.000 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 7II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6194.UAB Sistem Informasi Pemerintahan - 5.506.594 40.017.236 - - 45.523.830 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-40.017.236 45.523.830- 1335.506.594 -RM01 @

6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik - 17.512.409 100.000 - - 17.612.409

6195.AEA Koordinasi - 1.400.000 - - - 1.400.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 1.400.000- 1331.400.000 -RM01 @

6195.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 6.301.000 - - - 6.301.000 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 6.301.000- 1336.301.000 -RM01 @

6195.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan - 9.811.409 100.000 - - 9.911.409 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-100.000 9.911.409- 1339.811.409 -RM01 @

048.01.WA Program Dukungan Manajemen 133.028.369 109.982.022 9.672.423 - - 252.682.814



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 8II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB - 1.411.255 - - - 1.411.255

2818.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan - 1.411.255 - - - 1.411.255 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 1.411.255- 1331.411.255 -RM01 @

6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi - 772.605 - - - 772.605

6178.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 772.605 - - - 772.605 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 772.605- 133772.605 -RM01 @

6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik - 9.887.394 100.275 - - 9.987.669

6179.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 9.887.394 100.275 - - 9.987.669 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-100.275 9.987.669- 1339.887.394 -RM01 @

6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum 133.028.369 65.557.266 6.870.333 - - 205.455.968



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 9II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6180.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 133.028.369 55.766.487 90.000 - - 188.884.856 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-90.000 188.884.856133.028.369 13355.766.487 -RM01 @

6180.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal - - 6.780.333 - - 6.780.333 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-6.780.333 6.780.333- 133- -RM01 @

6180.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 9.790.779 - - - 9.790.779 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 9.790.779- 1339.790.779 -RM01 @

6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi - 4.667.411 2.701.815 - - 7.369.226

6181.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 1.482.792 2.701.815 - - 4.184.607 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-2.701.815 4.184.607- 1331.482.792 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 10II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6181.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi - 2.602.096 - - - 2.602.096 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.602.096- 1332.602.096 -RM01 @

6181.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 582.523 - - - 582.523 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 582.523- 133582.523 -RM01 @

6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM - 22.779.378 - - - 22.779.378

6182.AEC Kerja sama - 799.659 - - - 799.659 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 799.659- 133799.659 -RM01 @

6182.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal - 573.697 - - - 573.697 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 573.697- 133573.697 -RM01 @



NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

TAHUN ANGGARAN 2025

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (427950): Halaman : 11II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (048)

(01)

(01)

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

DKI JAKARTA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705

6182.EBC Layanan Manajemen SDM Internal - 19.360.920 - - - 19.360.920 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 19.360.920- 13319.360.920 -RM01 @

6182.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 2.045.102 - - - 2.045.102 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 2.045.102- 1332.045.102 -RM01 @

6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal - 4.906.713 - - - 4.906.713

6183.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal - 4.906.713 - - - 4.906.713 01 54.

(01.54  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)

-- 4.906.713- 1334.906.713 -RM01 @

JUMLAH 133.028.369 210.013.099 49.938.659 - - 392.980.127

Kuasa Pengguna Anggaran

Reni Suzana

Sekretaris Kementerian PANRB

ttd.

NIP. 196808311994012001

Jakarta, 02 Desember 2024



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

(01)

Unit Organisasi

(427950)

Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(01)

Kode/Nama Satker

(048)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705
NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

4279501. MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA

22.585.55320.412.01329.458.711 171.594.10820.678.322 392.980.12710.004.037 22.226.107 19.914.95719.873.00115.445.656 9.083.41031.704.251RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA PEGAWAI 9.375.081 133.028.3699.827.886 20.139.797 11.385.280 11.399.852 22.643.025 11.912.782 12.800.450 12.896.242 10.647.973 0 0

BELANJA BARANG 628.956 210.013.0994.876.182 7.518.109 8.336.734 8.396.537 8.662.238 8.537.298 9.343.139 9.570.747 9.213.362 8.928.060 126.001.737

BELANJA MODAL 0 49.938.659741.588 1.800.804 150.987 615.624 398.988 228.242 82.518 118.564 53.622 155.351 45.592.371

048.01.CO.4350 Pengelolaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Pelayanan Publik

0 50.00045.70373.89473.00030.00030.00065.52257.29427.29427.2940 480.000

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 430.0000 27.294 27.294 57.294 65.522 30.000 30.000 73.000 73.894 45.703 0

53 BELANJA MODAL 0 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000

048.01.CO.6189 Perumusan Kebijakan PANRB 658.208 29.159.170857.897464.295497.622633.518533.696756.894508.362550.290515.621146.577 35.282.150

52 BELANJA BARANG DAN JASA 146.577 35.282.150658.208 515.621 550.290 508.362 756.894 533.696 633.518 497.622 464.295 857.897 29.159.170

048.01.CO.6190 Pengelolaan Pengaduan Aparatur
dan Masyarakat

45.271 1.039.4380002.43096.00005.9420159.3291.590 1.350.000

52 BELANJA BARANG DAN JASA 1.590 1.251.00045.271 159.329 0 5.942 0 96.000 2.430 0 0 0 940.438

53 BELANJA MODAL 0 99.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.000

048.01.CO.6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan

171.599 13.992.8800428.880618.699618.699428.880251.965251.965346.677446.678150.702 17.707.624

52 BELANJA BARANG DAN JASA 150.702 17.707.624171.599 446.678 346.677 251.965 251.965 428.880 618.699 618.699 428.880 0 13.992.880

048.01.CO.6192 Koordinasi Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

137.702 6.178.581423.029397.152402.024431.906445.970443.391443.958428.266419.73894.585 10.246.300



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

(01)

Unit Organisasi

(427950)

Kementerian Negara/Lembaga

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(01)

Kode/Nama Satker

(048)

:

:

DKI JAKARTA

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

:

2Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705
NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

52 BELANJA BARANG DAN JASA 94.585 10.246.300137.702 419.738 428.266 443.958 443.391 445.970 431.906 402.024 397.152 423.029 6.178.581

048.01.CO.6193 Asesmen dan Koordinasi
Pelaksanaan Kebijakan
Kelembagaan dan Tata Laksana

69.067 4.904.603622.173572.603574.341564.773555.194553.035553.864549.374523.84452.128 10.095.000

52 BELANJA BARANG DAN JASA 52.128 10.095.00069.067 523.844 549.374 553.864 553.035 555.194 564.773 574.341 572.603 622.173 4.904.603

048.01.CO.6194 Koordinasi Pelaksanaan dan
Pemantauan Kebijakan SDM
Aparatur

6.084 47.281.43013.00043.75010.20052.41616.00055.15016.00017.20012.6000 47.523.830

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 7.506.5946.084 12.600 17.200 16.000 55.150 16.000 52.416 10.200 43.750 13.000 7.264.194

53 BELANJA MODAL 0 40.017.2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.017.236

048.01.CO.6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
dan Evaluasi Pelayanan Publik

34.004 14.471.860189.181355.339401.474465.734324.936362.265342.165344.205319.7471.500 17.612.409

52 BELANJA BARANG DAN JASA 1.500 17.512.40934.004 319.747 344.205 342.165 362.265 324.936 465.734 401.474 355.339 189.181 14.371.860

53 BELANJA MODAL 0 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000

048.01.WA.2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan
Kebijakan PAN dan RB

0 301.727231.395194.890169.093110.605110.60598.98098.98094.98000 1.411.255

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 1.411.2550 0 94.980 98.980 98.980 110.605 110.605 169.093 194.890 231.395 301.727

048.01.WA.6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi 22.045 654.7115.90712.60012.60012.60012.60012.60012.6001.74212.6000 772.605

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 772.60522.045 12.600 1.742 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 5.907 654.711

048.01.WA.6179 Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi Publik

453.629 6.439.366354.009291.508291.508509.418299.512304.009454.284254.009336.4200 9.987.669

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 9.887.394453.629 336.420 254.009 354.009 304.009 299.512 509.418 291.508 291.508 354.009 6.439.366

53 BELANJA MODAL 0 100.2750 0 0 100.275 0 0 0 0 0 0 0

048.01.WA.6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan
Umum

13.224.581 23.311.0255.068.28315.687.62317.946.08917.811.44116.953.44027.654.01516.403.28316.436.06125.430.9289.529.199 205.455.968

51 BELANJA PEGAWAI 9.375.081 133.028.3699.827.886 20.139.797 11.385.280 11.399.852 22.643.025 11.912.782 12.800.450 12.896.242 10.647.973 0 0



TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
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(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:0435-9004-1174-1705
NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025

52 BELANJA BARANG DAN JASA 154.118 65.557.2662.655.107 3.930.726 5.050.780 5.003.430 5.010.990 5.040.658 5.010.990 5.009.846 5.039.650 5.068.283 18.582.685

53 BELANJA MODAL 0 6.870.333741.588 1.360.405 0 0 0 0 0 40.000 0 0 4.728.340

048.01.WA.6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi 282.147 1.663.921463.005758.651763.049237.435469.006684.363859.309334.447826.13627.757 7.369.226

52 BELANJA BARANG DAN JASA 27.757 4.667.411282.147 385.736 183.460 343.960 285.375 240.764 154.916 684.485 705.029 307.655 1.066.126

53 BELANJA MODAL 0 2.701.8150 440.399 150.987 515.349 398.988 228.242 82.518 78.564 53.622 155.351 597.795

048.01.WA.6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM 190.285 19.055.294538.629541.599542.599542.599242.599247.881247.466333.890296.5360 22.779.378

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 22.779.378190.285 296.536 333.890 247.466 247.881 242.599 542.599 542.599 541.599 538.629 19.055.294

048.01.WA.6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian,
dan Pengawasan Internal

151.035 3.090.102271.19892.172283.256202.534159.883214.181156.543154.568131.2410 4.906.713

52 BELANJA BARANG DAN JASA 0 4.906.713151.035 131.241 154.568 156.543 214.181 159.883 202.534 283.256 92.172 271.198 3.090.102

Reni Suzana
NIP. 196808311994012001

Jakarta, 02 Desember 2024

Sekretaris Kementerian PANRB
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 1

427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

184.888.118Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

141.162.11852 Belanja Barang Rp.

43.726.00053 Belanja Modal Rp.

048.01.CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN

4350 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 21.251

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 100.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 63.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.069

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.700

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

4350.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 67.365

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 39.615

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6189 Perumusan Kebijakan PANRB

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 71.445

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 143.900

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 68.105

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.360

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6189.AAD Peraturan Presiden



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
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Halaman : IV.A. 2

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 465.190

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 85.852

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6189.AAG Peraturan Menteri

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 135.000

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6189.AAH Peraturan lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 161.781

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 212.283

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.275.620

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

6189.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.331.893

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 336.806

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 282.503

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 14.365

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 40.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 33.209

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 37.426

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6189.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik
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Halaman : IV.A. 3

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 192.644

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.284.507

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 211.468

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 839.258

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 172.123

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6189.ABQ Kebijakan Bidang Aparatur

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 179.602

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 74.280

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6189.PAC Peraturan Pemerintah

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 850

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 128.358

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.510

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 130.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 95.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 308.736

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.749.880

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6189.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
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Halaman : IV.A. 4

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 273.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.180.000

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 574.519

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 799.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.395.800

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 587.482

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.270

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6189.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.174.326

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 149.125

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 193.300

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.346.589

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.921.309

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.396.944

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 13.600

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6189.PBQ Kebijakan Bidang Aparatur
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Halaman : IV.A. 5

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.343.103

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 421.979

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6190 Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.919

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.905

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 99.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 302.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 278.544

6190.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.250

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126.202

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 35.180

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 99.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6191 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan
Pengawasan

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 526.400

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6191.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 500.000

Efesiensi S-75/SM.02/2025

6191.FAB Sistem Informasi Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 6

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 21.840

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 104.060

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 442.355

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6191.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 33.177

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 100.000

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.661.173

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.649.511

6191.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 60.150

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.280.694

Effesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 433.315

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 456.940

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126.180

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6191.PEA Koordinasi

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.192.221

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

6191.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 7

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 402.623

Efesiensi S-75/SM.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6192 Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 160.586

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 291.711

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 75.600

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 124.590

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6192.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 20.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 46.335

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6192.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.084.652

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 974.216

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.325

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.247.198

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 981.571

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 300.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 32.897

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6192.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 8

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 881.331

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.900

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 200.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 247.947

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 120.650

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 363.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 501.636

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6193 Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 72.848

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 698.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.400

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 77.340

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 747.640

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6193.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 704.984

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

6193.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 9

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 156.500

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.178.645

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.100

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.993.481

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 847.323

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6194 Koordinasi Pelaksanaan dan Pemantauan Kebijakan SDM Aparatur

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 541.455

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 529.752

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6194.AEA Koordinasi

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 309.393

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.650

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 489.265

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 122.485

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 311.191

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.745.719

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 312.815

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6194.UAB Sistem Informasi Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 10

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.125

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 774.839

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 109.905

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 38.017.236

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6195 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 173.052

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 800.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 54.970

6195.AEA Koordinasi

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.550

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 126.702

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 42.526

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 574.843

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 108.227

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 298.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.939.400

6195.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 11

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 199.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.187.995

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.890

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 830.372

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 218.113

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 417.160

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 345.361

6195.UAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 202.354

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 780.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.188.014

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 790.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.254.531

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.930

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.446.106



(dalam ribuan rupiah)
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:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 12

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 339.437

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 100.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

048.01.WA Program Dukungan Manajemen

2818 Pelaksanaan Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.920

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 336.633

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 12.750

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 82.108

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

2818.ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 86.090

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6178 Pengelolaan Legislasi dan Litigasi

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 75.097

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.500

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.800

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 318.729

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 49.130

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 170.455

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6178.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
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[01]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[427950]

[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
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[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 13

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6179 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 712.354

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 137.832

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 60.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 28.800

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 879.282

6179.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.496.074

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 261.280

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 260.835

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 404.151

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.026.816

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 117.648

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM)

6180.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 14

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 132.600

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 587.121

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.622.856

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 101.270

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 522.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 10.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.346.370

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522111 Belanja Langganan Listrik(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 512.130

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522112 Belanja Langganan Telepon(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 24.342

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 30.168

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 629.996

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 852.634

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 604.300

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.199.289

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan(RM)
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:
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KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 15

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 210.343

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.007.468

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 125.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 472.500

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.352.874

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 49.470

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 475.132

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 389.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 980.746

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.079.069

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 702.500

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya(RM)
Catatan PEKERJAAN RENOVASI RUANG KERJA KEMENTERIAN PANRB GEDUNG MILIK SETNEG

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.896.771

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6180.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.112.923

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6180.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
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Halaman : IV.A. 16

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 160.276

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 68.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 100.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 16.800

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 487.700

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.353

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.571.636

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 105.505

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.661.134

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 242.690

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 164.958

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6181 Pengelolaan Sistem dan Teknologi

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 298.554

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.040

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 681.424

6181.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi



(dalam ribuan rupiah)
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IV A. B L O K I R
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:
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[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 17

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 50.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6181.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 17.100

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 59.916

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6181.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal

6182 Pengelolaan Organisasi dan SDM

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 150.937

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 13.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6182.AEC Kerja sama

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 132.648

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 8.500

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 249.390

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 128.311

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 19.637

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 75.000

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 9.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6182.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal



(dalam ribuan rupiah)
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[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
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NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 18

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 137.826

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.100

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 236.970

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 174.750

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.163.975

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 209.860

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 4.516.144

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6182.EBC Layanan Manajemen SDM Internal

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 18.670

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 213.066

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 851.217

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 635.300

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 318.400

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.365.929

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 157.780

Efisiensi S-75/MK.02/2025
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DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 19

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.441.802

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 120.600

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.300

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 474.200

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 113.250

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 510

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 554.750

Efisiensi S-75/MK.02/2025

6182.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 295.750

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

6183 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 182.949

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 78.300

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 552.425

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.950

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.372.576

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 325.396

6183.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
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TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.A. 20

Efisiensi S-75/MK.02/2025

Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Sekretaris Kementerian PANRB

Jakarta, 02 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Reni Suzana
NIP. 196808311994012001

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV B. C A T A T A N
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:

Kode dan Nama Satker
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[01]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA:

[048]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 048.01.1.427950/2025
DS:0435-9004-1174-1705

Halaman : IV.B. 1

427950 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

048.01.WA Program Dukungan Manajemen

6180 Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum

536111 Belanja Modal Lainnya

* PEKERJAAN RENOVASI RUANG KERJA KEMENTERIAN PANRB
GEDUNG MILIK SETNEG

Rp. 2.627.171

6180.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 2.627.171

Sekretaris Kementerian PANRB

Jakarta, 02 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Reni Suzana
NIP. 196808311994012001

ttd.


